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ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH
di KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA
Husada.bumilaut@gmail.com
Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Kota Batam adalah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan kota
terbesar ke tiga populasinya di Sumatera setelah Medan dan Palembang, dengan jumlab
penduduk pada Tahun 2019 mencapai 1.349.775 jiwa. Dari segi penyelenggaraan fungsi
pemerintahan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan warga atas berbagai jenis
pelayanan umum, pemerintah dari waktu ke waktu dihadapkan pada dinamika
penyelenggaraan  pelayanan-pelayanan publik. Di  sejumlah  sektor, seperti
penyelenggaraan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan pelayanan
pengelolaan sampah, upaya menanggulangi kemacetan dan sejumlah pelayanan lainnya,
Pemerintah Kota telah membuat kebijakan meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah
Pemerintahan Kota Batam telah menggulirkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan
sampah meliputi, upaya menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran dan
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, memfasilitasi, mengembangkan dan
melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di
Kecamatan Bengkong Kota Batam yang dilakukan pada pelaksanaan pengelolaan sampah
di Kecamatan Bengkong Kota Batam serta menganalisis bentuk partisipasi masyarakat
menurut latar belakang sosial ekonomi yang berbeda-beda dalam pengelolaan samipah.
Dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang mendalam telah
diperoleh data tentang tingkat keberhasilan pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data
yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis dan rekaman wawancara
dianalisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul
dengan menggunakan teori-teori implementasi. Key informan penelitian ini antara lain
Kabid DLH , Anggota DPRD Komisi 1II, Kasi Kebersiahan dan Pengelolaan Sampah,
staf Pengawas Pengelolaan sampah, Tokoh Masyarakat 3 orang dan 1 orang Masyarakat.

Hasil dari penelitian menunjukan secara umum bahwa pelaksanaan kebijakan
pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum optimal,
Kecamatan Bengkong dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat, dimana
masyarakat di Kecamatan Bengkong Kota Batam masih belum memahami implementasi
atau pelaksanaan 3R (reuse, reduce, recycle) menggunakan kembali, mengurangi dan
mendaur ulang. Pemerintah perlu memberikan informasi yang relevan dan mudah
diterima oleh masyarakat untuk dapat memahami pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat
pemerintah yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
menyeluruh  di Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong. Pelaksanaan
implementasi kebijakan memerlukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, agar
masyarakat paham betul luaran dari kebijakan yang diterapkan.
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di KECAMATAN BENGKONG KOTA BATAM

MUHAMMAD CITRA HUSADA BATUBARA
Husada.bumilaut@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Batam City is the largest city in the Riau Islands Province and is the third largest city
with a population in Sumatra after Medan and Palembang, with a population in 2019
reaching 1,349,775 people. In terms of the implementation of government functions,
especially in fulfilling the needs of citizens for various types of public services, the
government from time to time is faced with the dynamics of the implementation of public
services. In a number of sectors, such as providing education, improving health services,
improving waste management services, efforts to overcome congestion and a number of
other services, the City Government has made a policy to improve waste management
services Batam City Government has passed Batam City Regional Reguiation Number 11
of 2013 concerning Waste Management. The duties of local governments in waste
management include efforts to develop and increase public awareness and participation in
waste management, facilitate, develop and implement efforts to reduce. handle and utilize
waste.

The purpose of this research is to analyze the implementation of waste management
in Bengkong District, Batam City which is carried out on the implementation of waste
management in Bengkong District, Batam City and to analyze forms of community
participation according to different socio-economic backgrounds in waste management.
By making observations, interviews and in-depth documeéntation, data has been obtained
about the success rate of waste management.

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data generated
in this study in the form of written words and recorded interviews were analyzed by
describing or describing the data that had been collected using implementation theories.
The key informants of this research include the Head of DLH, Members of the DPRD
Commission I, the Section Head of Friendship and Solid Waste Management, Waste
Management Supervisory staff, 3 community leaders and 1 community member.

The results of the study show that in general the implementation of waste
management policies in Bengkong District, Batam City is still not optimal, Bengkong
District in implementing the policies that have been made, where people in Bengkong
District, Batam City still do not understand the implementation or implementation of 3R
(reuse, reduce, recycle) reuse, reduce and recycle. The government needs to provide
information that is relevant and easily accepted by the community in order to understand
the implementation of the policies made by the government which are useful for
improving the overall welfare of the community in Batam City, especially in Bengkong
District. The implementation of policy implementation requires good socialization to the
public, so that the community fully understands the
output of the policy being implemented.
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BAB IV

GAMBARAN UMUM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi
kebijakan pengelolaan sampah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang
semakin memperoleh perhatian dalam studi administrasi publik. Pengelolaan
sampah yang sudah diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, mengatur juga
penyelenggaraan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.  Studi ini
menelusuri bagaimana praktik pelaksanaan pengelolaan sampah oleh lembaga
terkait peran serta atau partisipasi warga dalam mewujudkan tujuan pengelolaan
sampah yang baik dan benar. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Bengkong
Kota Batam.

Gambaran umum ini merupakan liputan data sekunder yang terdiri dari
gambaran umum BP Kawasan, gambaran Pemerintahan Kota Batam, gambaran
lokasi penelitian, fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat Kecamatan, tinjauan
deskriptif atas dokumen-dokumen kebijakan pengelolaan sampah sebagai
kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta
kebijakan peningkatan peran serta masyarakat di dalam rangka pengelolaan
sampah sebagaimana yang diharapkan dalam kebijakan terkait.

Paparan pada bab ini diawali dengan penjelasan sekilas mengenai sejarah
asal usul Kota Batam dan nama Kecamatan Bengkong, luas wilayah, demografi,
organisasi tata kerja Kecamatan Bengkong, tugas dan fungsi Kecamatan
Bengkong serta penjelasan mengenai pelayanan pengelolaan sampah di
Kecamatan Bengkong. Pada bagian kedua merupakan tinjauan atas kebijakan

pengelolaan sampah, yang kemudian disusul dengan pembahasan atas analisis
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pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh lembaga terkait begitu pula peran
seita warga dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan
Bengkong.

A. Sejarah Umum Kota Batam.

Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau,
Indonesia. Wilayah Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang dan
Pulau Galang dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat
Malaka. Pulau Batam, Rempang, dan Galang terkoneksi oleh Jembatan Barelang.
Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam per 2019, jumlah
penduduk Batam mencapai 1.337.187 jiwa. Batam merupakan bagian dan
kawasan khusus perdagangan bebas Batam—Bintan-Karimun (BBK).

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis.
Selain berada di jalur pelayaran internastonal, kota ini memtliki jarak yang sangat
dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Sebagai kota
terencana, Batam merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan terpesat di
Indonesia. Ketika dibangun pada tahun 1970-an oleh Otorita Batam (saat ini
bernama BP Batam), kota ini hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan dalam
tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh hingga 158 kah lipat.

Pada tahun 1970-an, dengan tujuan awal pemerintah pusat menjadikan
Batam sebagar Singapura-nya Indonesia, maka sesuai Keputusan Presiden nomor
41 tahun 1973, Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri
dengan didukung oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. atau
lebih dikenal dengan Badan Otorita Batam (BOB) sebagai penggerak

pembangunan Batam. Kini setelah lebih dari 40 tahun Otorita Batam terbentuk
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sekarang berubah menjadi Badan Pengusahaan (BP Batam). Seiring pesatnya
perkembangan Pulau Batam, pada dekade 1980-an, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam yang merupakan
bagian dari Kabupaten Kepulavan Riau, ditingkatkan statusnya menjadi
Kotamadya Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi
pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendudukung pembangunan yang
dilakukan Otorita Batam atau pada saat ini bernama (BP Batam).

Di era reformasi pada akhir dekade tahun 1990-an, dengan Undang-
Undang nomor 53 tahun 1999, maka Kotamadya administratif Batam berubah
statusnya menjadi daerah otonomi, yaitu Pemerintah Kota Batam untuk
menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan dengan mengikutsertakan
Badan Otorita Batam (BP Batam). Pada saaat transformast dalam
penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan era Otonomi Daerah. Status
Kotamadya Batam pun berubah menjadi menjadi Kota Batam berdasarkan
Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999. Namun keberadaan Otorita Batam tetap
diatur dalam Pasal 21 dari Undang-Undang tersebut. Dalam pasal dijelaskan
dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan  pembangunan  daerahnya
mengikutsertakan Badan Otorita Batam.

Perseteruan antara BP Batam dan Pemko Batam setelah berubahnya status
Kotamadiya Batam menjadi terbentuknya Pemerintahan Kota Batam terus terjadi
hingga pada bulan September tahun 2019 mengalami masa transisi penyatuan
antara BP Batam dan Pemko Batam. Dimana pemerintah membuat kebijakan BP
Batam menjadi ex-Officio Kepala BP Batam, yaitu Walikota Batam rangkap

jabatan menjadi Kepala BP Batam. Hal ini lah yang membuat suatu keunikan
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yang terjadi didalam kepemimpinan daerah di Kota Batam. Dimana walikota
Batam menjabat dua kekuasaan tertinggi yang ada di Kota Batam untuk
menjalankan roda pemerintahan.

B. Sejarah Umum Kecamatan Bengkong

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan
Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam bahwa tujuan dilakukannya
pemekaran adalah dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan. Peningkatan efektifitas tersebut dilakukan mengingat jarak antara
pusat kecamatan dan kelurahan yang cukup variatif serta semakin meningkatnya
kepadatan penduduk pada beberapa kecamatan akibat tingginya minat pendatang
untuk mencari kerja di Pulau Batam.

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah
kabupaten dan daerah kota. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Bengkong yang
merupakan salah satu kecamatan hasil pemekaran dari wilayah induk Kecamatan
Batu Ampar yang memiliki luas wilayah + 9.8 Km?2. Kecamatan Bengkong
terbentuk sesuai dengan peraturan daerah Kota Batam tentang pemekaran yang
disahkan oleh walikota Batam pada tahun 2006.

Kecamatan Bengkong merupakan salah satu dari dua belas kecamatan
yang ada di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jumlah
penduduk sebanyak 92.033 jiwa. Dimana lokasi kondisi geografis Kecamatan

Bengkong merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai luas wilayah
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terbesar dari kecamatan lain serta memiliki geogarfis yang berdekatan langsung
dengan laut sebagai batasan akhir dar1 Kecamatan Bengkong Kota Batam.

1. Kondisi Geografis

Kecamatan Bengkong mempunyai letak geografis yang berbatasan
langsung dengan laut. Dimana Kecamatan Bengkong memiliki wilayah laut yang
merupakan salahsatu penopang perckonomian masyarakat sebagai nelayan

tradisonal. Secara Administrasi Kecamatan Bengkong memiliki 4 (empat)

kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Bengkong Laut ( 0001 )

N

Kelurahan Bengkong Indah ( 0002 )

(98}

Kelurahan Sadai ( 0003 )

4. Kelurahan Tanjung Buntung ( 0004 )

Dengan dilakukannya pemekaran ini diharapkan akan berdampak pada
peningkatan kinerja pemerintah, terutama menyangkut dengan kewajiban
memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, peningkatan
kesejahteraan melalui pembangunan serta menciptakan suasana tentram dan aman

bagt masyarakat.

Batas-batas wilayah Kecamatan Bengkong adalah :

o Sebelah Utara : Kelurahan Tanjung Sengkuang Kec Batu Ampar.
o Sebelah Selatan : Kelurahan Sei. Panas Kec. Batam Kota.
e Sebelah Barat : Kelurahan Pelita Kec. Lubuk Baja, Kelurahan

Seraya, Kec. Batu Ampar.

e Sebelah Timu : Laut Nongsa.
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Berikut i luas wilayah Kecamatan Bengkong sesual dengan Kelurahaan

yang terdapat pada Kecamatan Bengkong Kota Batam, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Berdasarkan Kelurahan
KECAMATAN KELURAHAN LUAS WILAYAH (km2)
1. Kelurahan Bengkong Laut 1,829
Bengkong 2. Kelurahan Bengkong Indah 999 |

3. Kelurahan Bengkong Sadat 6,326
4, Kelurahan Tanjung Buntung 4,006 ]

Total Luas Wilayah Kecamtan Bengkong 13,160

Sumber: Data Kantor Camat Bengkong

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Bengkong
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Sumber : Peta Kecamatan Bengkong Kota Batam
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Gambar 4.5 Lokasi Bank Sampah Kecamatan Bengkong

Sumber : Foto Pencliti Tahun 2020
2. Struktur Organisasi Kecamatan Bengkong

Berdasarkan Peraturan Walikota Bataﬁi Provinsi Kepulauan Riau Nomor
63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Batam, Kecamatan merupakan perangkat daerah dibawahi
langsung oleh Walikota yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Pertanggungjawaban Camat
kepada Walikota sebagaimana dimaksud merupakan pelimpahan kewenangan dari
Walikota kepada Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
Kecamatan dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota atau
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota.

Susunan organisasi Kecamatan Bengkong terdiri dari :

a. Camat
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b. Sekretariat Camat

¢. Kasubag Kepegawaian

d. Kasubag Keuangan

¢. Kasubag Perencanaan

f.  Kasi Pemerintahan,

g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
h. Kasi Pelayanan Umum

-

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

j- Kasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
k. Kasi Prasarana, Sarana dan Kebersihan Lingkungan.
1. Kasubag Perencanaan dan Evaluasi.

m. Kasubag Keuangan

n. Kasubag Kepegawaian

0. Kelompok Jabatan Fungsional.
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DINAS LINGKUNGAN HIDUP CAMAT
KOTA BATAM >
SEKRETARIAT
KASUBAG KASUBAG KASUBAG CAMAT
KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERENCANAA
KASI KASI KASI KASI SAI;::S;A’ KASI
Ni KETENTRAMAN PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN PEMBERD
PEMBAI GUNAN DAN I MASYARAKAT PRASARANA AYAAN
, &
KETERTIBAN | KEBERSIHAN
STAF IKAS! UMUM STAF KASI | [
l STAF IKAS!
| STAF KAS!
STAF |KASI
KELOMPOK JABATAN ;
FUNGSIONAL STAF IKASI

Bagan 4.1 Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Bengkong
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah
Berdasarkan Bagan 4.1 di atas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan
pemerintahan Kecamatan Bengkong di pimpin oleh seorang camat serta dibantu
oleh sekeretaris camat yang dan dibagi ke dalam 3 (tiga) kepala sub bagian dan 6
(enam) kepala seksi yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam
melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Bengkong Kota Batam Kepulauan

Riau.
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3. Tugas dan Fungsi Kecamatan Bengkong.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau Nomor
63 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan
Kelurahan Kota Batam, pasal 2 Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kecamatan
dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Kecamatan menyelenggarakan

fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam jangka pendek,
menengah dan panjang.

b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran meliputi urusan perencanaan
dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.

¢. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya.

d. Pembinaan organisasi dan aparatur Kelurahan.

e. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan,

f. Pembinaan kependudukan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

g. Penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum,

pelayanan umum, kesejahteraan rakyat serta pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat.
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h. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1. Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah
di Kecamatan.

J. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup
tugasnya.

k. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum dalam lingkup tugasnya.

I Pengkoordinasianpenerapan dan penegakan peraturan  perundang-
undangan dalam lingkup tugasnya.

m. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
dalam lingkup tugasnya.

n. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
Kecamatan dalam lingkup tugasnya.

0. Pembinaan penyelenggaraan Kelurahan,

p. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Kelurahan.

q. Pelaksaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya.

4. Rangkuman Gambaran Umum
Gambaran umum ini perlu penulis masukkan sehubungan dengan karakter

spesifik Kota Batam menurut sejarah pembentukannya, sebagai pulau yang
dimaksudkan agar menjadi pusat perkembangan industri dan ekonomi. Dalam

perjalanannya mengalami berbagai permasalahan, adapun status lokasi penelitian
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yaknt Kecamatan yang merupakan bagian dari fungsi Kota Batam pada awalnya,
pada hakekatnya secara tidak langsung mempengaruhi perkembanagn Kota Batam

hari ini.

Gambaran umum lokasi penelitian ini merupakan uraian singkat atas
lokast penelitian dan perkembangan kata secara umum untuk mengetahui secara
garis besar tentang objek penelitian yang dilakukan. Secara singkat gambaran
umum ini bisa bemanfaat sebagai referensi pemahaman lokasi dalam objek

penelitian yang dilakukan,
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HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini data yang dihimpun dari lapangan dianalisis oleh penulis.
Data berupa hasil wawancara yang keseluruhan direkam olch peneliti serta
kemudian peneliti gunakan untuk membahas pertanyaan penelitian yakni:

1. Bagaimanakah implementasi pengelolaan sampah di Dinas

Lingkungan Hidup Kota Batam , khususnya di Kecamatan Bengkong?

2. Bagaimana partisipasi warga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan

Bengkong?

Adapun pokok-pokok yang dianalisis ialah eksplorasi peneliti atas data
berupa hasil wawancara yang meliputi (i). kapasitas saat ini dari armada
pengelolaan sampah; (ii) potensi pengelolaan sampah untuk dikelola pihak ketiga;
(ii1) keterbatasan amada untuk mengelola sekitar 800 ton s/d 1.000 ton sampah di
kota Batam; (iv) kebijakan pengelolaaﬁ sampah yang sudah menyebutkan bahwa
perlu ada proses reuse dan recycle, (v) partisipasi masyrakat dalam pengelolaan
sampah namun dalam kenyataan masih belum dilaksanakan secara optimal oleh
pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Batam
khususnya Kecamatan Bengkong yang sebagai objek dalam penelitian ini.

Model kebijakan publik pendekatan Merilee S. Grindle yang dikenal
dengan implementation as a political and administrative process. Dimana menurut

Grindle ada dua variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik

tersebut, yaitu:

96
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a. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari

proses pencapaian hasil akhir (outcome), yaitu tercapai atau

tidaknaya tujuan yang ingin didapatkan. Hal ini dikemukakan oleh

Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan

tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

- Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah
pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design)
dengan merujuk pada kasi kebijakan itu sendiri.

- Apakah tujuan itu bisa tercapai. Dimensi ini diukur dengan
melihat dua faktor yaitu, dampak dan efeknya pada masyarakat
secara individudan kelompok tingkat perubahan yang terjadi
serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang
terjadi.

b. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut
Grindle sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan
itu sendiri yang terdiri dari, isi kebijakan (content of policy) dan
lingkungan implementasi (context of implementation).

1. Implementasi Pengelolaan Sampah DI Kecamatan Bengkong.

Pengelolaan sampah di Kota Batam menghadapi dualisme manajemen
dalam pengelolaannya. Pertama sejak tahun 2000 dimana awal pembentukan Kota
Batam yang sebelumnya berstatus Kotamadya Batam dan belum terbentuk DPRD
Kota Batam yang masih berstatus dibawah pengelolaan oleh Otorita Batam.

Dengan berjalannya waktu Kota Batam terbentuk dan Otorita Batam masih
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mempunyai peranan vang sangat penting dalam tata kelola kawasan perdagangan

bebas Batam mengakibatkan terjadinya dualisme kepemimpinan di Kota Batam.

Pada dasarnya tujuan dari dibentuknya Kota Batam merupakan bagian
dari rancangan untuk mewujudkan sebuah kota alternatif atas Singapura. Namun
seiring berjalannya waktu terjadi permasalahan perebutan kekuasaan atas apa

yang harus dilakukan antar dua kepemerintahan di Kota Batam. Hal ini

merupakan konsekuensi dari adanya dua badan pemerintahan yang mengurusi
Batam, yaitu Badan Otorita Batam sekarang merubah nama menjadi Badan

Pengusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam.

Pada akhirnya untuk mengatasi permasalahan dualisme kepemimpinan di
Kota Batam pemerintah pusat membuat suatu kebijakan pada bulan September
2019, Badan Pengusaha Kawasan Batam (BP Batam), disatukan dengan
pemerintah Kota Batam yang di pimpin oleh ex-Otficio BP Batam yang dijabat
oleh Walikota Batam, sekaligus memimpin BP Batam agar terjadi sinkronisasi

setiap kebijakan yang ditetapkan.

Narasumber (YM) yang merupakan salaku anggota Komisi [II DPRD
Kota Batam melihat permasalahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di
Batam dari dampak dualisme manajemen publik yang terjadi sampai saat ini.
Dimana Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam masih melakukan
pembagian tugas dan fungsinya secara masing-masing agar tidak terjadi kesalahan

dalam pemberian manajemen publik.

Narasumber YM mengatakan: * Betul, Komisi Il merupakan mitra

eksekutif, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH) , yang dulunya bernama
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DKP atan Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dengan berubahnya Perda

(perturan daerah) ini hingga DKP itu bergabung ke Lingkungan. Dinas

Lingkungan ini sudah berjalan sejak tahun 2017,

Dimana dalam pembagian tugas atau pekerjaan-pekerjaan tertentu,
sebagaimana digariskan dalam kebijakan tentang pelaksanaan pekerjaan oleh
pihak ketiga, maka Pemerintah Kota Batam juga menerapkan hal itu. Narasumber
YM mengatakan: ° Jadi, Pemerintah Kota Batam mengenai masalah sampah
dulunya juga itu sistem pihak ketiga. Jadi, Kota Batam, dari dua belas kecamatan
hanya ada sembilan kecamatan yang pengelolaan sampah dilakukan oleh pihak
ketiga, dan tiga kecamatan yang ada di Batam berada di luar Pulau Batam. Jadi itu

kemarin hanya dibagi menjadi tiga zona.”

Pengelolaan sampah kemudian dipilah menjadi 3 zona, di mana pada
tahun 2016-2017 sebanyak 2 zona diambil oleh pemerintah, schingga tinggal 1
zona diolah oleh pihak ketiga (swasta).‘ Satu zona Kecamatan Bengkong, Batu
Ampar, Lubuk Baja itu masih di pihak ketiga. Pada tahun 2017 terjadi perubahan

Peraturan daerah di mana Kebersihan itu berada di Kecamatan.”

Dengan perubahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup memberikan
wewenang tugas kepada setiap Kecamatan yang ada di Kota Batam untuk
melakukan pengelolaan samapah secara mandiri dibawah pengawasan langsung
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Namun hal ini tidak berarti bahwa
seluruh kegiatan fisik sepenuhnya dikelola oleh pihak Kecamatan. Lebih jelasnya
narasumber mengatakan: “Istilahnya, sistem pengelolaannya, pengangkutannya

itu berada di kecamatan. Namun secara pertanggung jawabannya masih ada di
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bawah Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, informasi dari salah satu Kabag
Pengeloaan Sampak Dinas Lingkungan Hidup narasumber FZ, itu dia istilahnya

secara pertanggung jawabannya masih (tetap oleh Dinas). Tapi secara

pengelolaan, per kecamatan”™,

Dalam pelaksanaan setiap kebijakan terdapat kepentingan-kepentingan
yang mempengaruhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kepentingan yang mempengaruhi setiap kebijakan yang ditetapkan terkait dengan
bagaimana proses pengelolaan sampah itu berdampak kepada kepentingan yang
mempengaruhi masyarakat dalam berperan serta dengan pemerintah untuk

melakukan pemanfaatan pengelolaan sampah menjadi keuntungan ekonomis bagi

masyarakat.

Pengalihan aktifitas ke level Kecamatan ini memungkinkan pelaksanaan
kegiatan menjadi lebih dekat dengan lokasi. Artinya, dengan adanya pembagian
wilayah pengelolaan menurut kecamatan, maka Camat dapat terlibat langsung di
dalam mengawasi pelayanan publik di lokasi yang ditentukan. Namun setiap
kebtjakan yang dikeluarkan terdapat kepentingan yang menjadi acuan dalam

setiap pengambilan keputusan, seberapa kepentingan tersebut dapat memberikan

manfaat yang besar bgi masyarakat itu sendiri. Mengenai penilaian atas
pengalihan, narasumber menatakan: Al Ketwa RWO02 Bengkong Permai

Kecamatan Bengkong *

“Ya. Alhamdulillah, saya lihat sistem pelaksanaannya dibanding tahun
vang lalu lebih bagus di kecamatan. Karenanya kenapa? Ya antara
masyarakat dengan kecamatan kan cukup dekat istilahnya. Jadi, kalau
terjadi penumpukan sampah ya itu lebih cepat masyarakat komunikasi
dengan kecamatan. Kalau dulu di DKP, susah, jauh. Nah sekarang lebih
cepat. Namun masih ada kendala juga masih kurangnya armada untuk
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pengankutan sampah menjadi pokok permacalahan yang masih belum bisa
diselesaikan pemerintah untuk mengatasi penumpukan sampah di wilayah
Kecamatan Bengkong.

Sementara itu, terkait dengan tipe manfaat dari setiap kebijakan yang

diterapkan oleh pemerintah mempunyai dampak untuk melihat bagaimana kualitas

layanan, khususnya dalam hal bagaimana sampah itu tidak dibiarkan lama

menumpuk di tempat pembuanagn sampah sementara, atau agar selalu segera
dipindahkan ke lokasi tempat pembuangan akhir sampah untuk mengatasi
permasalahan tertumpuknya sampah di tempat pembuangan sementara, maka
seorang warga, narasumber RBB (warga) mengatakan bahwa salah satu
persoalan yang dihadapi adalah lambannya pemindahan sampah dari lokasi
penampunan yang masih berada di kecamatan TPS ke TPA. narasumber RBB

(warga) mengatakan: °

“Dengan adanya perubahan pengelolaan sampah yang dilakukakan secara
langsung oleh setiap kecamatan yang ada di Kota Batam tidak serta merta
membuat pengelolaan sampah langsung menjadi lebih baik dari
sebelumnya. Di Kecamtan Bengkong masalah yang paling mendasar
adalah ketersediaannya alat angkut sampah yang dikumpulkan dari hasil
sampah rumah tangga masih mengalami kekurangan armada. Sehingga
pada saat pengumpulan sampah ke tempat penampungan sampah
sementara TPS terjadi penumpukan sampah yang masih lambat ditangangi
untuk di lakukan pengangkutan ke tempat pembuagan akhir sampah TPA.
Ibu RBB juga memberitahukan bahwa pola lama ditandai seringkali
dengan masih bertumpuk-tumpuknya sampah di lokasi dekat hunian
mereka. Tumpukan sampah di ruang yang terlalu lama dibiarkan di ruang
terbuka dapat menimbulkan timbulnya penyebaran virus penyebab
melimpahnya sampah di lingkungan tempat tinggal.”

Dengan hasil wawancara yang diterima, pemerintah seharusnya
melakukan pengkajian ulang tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di setiap
Kecamatan, seperti memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat untuk bisa
memilah sampah hasil rumah tangga yang mempunyai nilai jual yang berguna

untuk mengurangi sampah yang ditimbulkan oleh kegiatan sampah rumah tangga.
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Narasumber anggota DPRD membenarkan seringnya terjadi penundaan bilamana
sampah diurusi oleh unit kerja di tingkat kota, dan bukan di lakukan tingkat
kecamatan yang terjadi selama ini sebelum dialihkan untuk fokus pengelolaan
sampah dilakukan oleh setiap kecamatan secara langsung yang memberikan efek
yang nyata dari pada dikelola oleh dinas terkait secara langsung. Narasumber YM

mengatakan:

“Batam ini armadanya (truk pengangkut sampah) masih kurang sehingga
masih banyak penumpukan-penumpukan sampah di masyarakat.
Kemudian, daya angkatnya itu seharusnya setiap hari ya sekarang masih
va mungkin satu minggu itu kalau nggak salah enam kali seminggu. Eh,
maaf 4 kali ya? Ya, seminggu 4 kali. Harusnya setiap hari ada
pengangkutan sampah. Ya, scharusnya. Itu yang idealnya. Tapi karena
kondisi pengadaan armada masih kurang, sehingga belum maksimal. Tapi
istilahnya, dengan beradanya di kecamatan kapan saja masyarakat bisa
menelepon, untuk memberikan informasi bahwa sampah masth belum
dilakukan pengangkutan di wilayah kerjanya setiap kecamatan”

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Batam ialah problematika fasilitas
pendukung, yang justru sangat menentukan, yakni TPA sementara. Narasumber
F7Z Kabid Pengelolaah Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
mengatakan:

“Kami selaku pejabat pelayanan kepada masyarakat untuk mengatasi

permasalahan sampah di Kota Baiam masih mengalami beberapa kendala

dalam pelaksanaannya. Namun kita sudah memberikan perubahan-
perubahan dalam pelaksanaannya untuk dilakukan di setiap kecamatan
untuk melakukan efesiensi waktu dan pengelolaannya lebih cepat.

Memang kondisi istilahnya sampah masih bertumpuk di lapangan di

tempat pembuangan sementara, itu jadi kendala juga karena Batam ini
tidak disiapkan tempat TPS sementara.”.

Namun demikian, persoalan in1 menang tidak mudah ditasi, karena warga
juga tidak sepenuhnya bersedia untuk berkorban  memberikan tempat
penampungan sampah sementara dalam mengatasi persoalan ini, di antara

menurut narasumber bahwa warga keberatan jika fasilitas pembuangan sampah
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ditaruh di lokasi atau di sekitar hunian mereka, karena dapat menimbulkan bau
yang menyengat. Namun apabila pemerintah bisa memberikan komitmen untuk
melakukan pengankutan sampah sementara secara rutin maka masih bisa

dipertimbangkan.

Menyikapi keadaan ini narasumber menyadari bahwa proses kebijakan
perlu ditegakkan untuk mencapai derajat perubahan vang ingin dicapai, yakni dari
sisi siklus kebyjakan, suatu kebijakan yang diidentifikasi tidak atau masih kurang
‘kena’ sebagai solusi, maka perlu diambil langkah lain guna merumuskan
kembali kondisi yang kurang kondusif ini pada proses kebijakan berikutnya.
Narasumber menekankan pentingnya pengadaan tempat penampungan sementara.
Narsumber mengatakan:

“Ya. Karena ya lambatnya tadi diangkat akhimya ya bau itu.. Tapi ini

nanti menjadi masalah kita yang harus kita selesaikan ke depan. Dan ini

tidak bisa.. Karena ini, masalah sampah ini kan tanggung jawab
pemerintah publik. Dan memang Pemerintah Kota ada wacana juga,
bahan, ini nanti akan dipihak-ketigakan sistem pengelolanya. Jadi mulai
dari hulu sampai ke hilir. Jadi di TPA lapangan ... itu lagi menunggu. Kita

lagi juga bahas Perdanya tentang ‘Tifinfi’, tentang pengelolaan sampah di

Kota Batam. Dulunya sudah pernah Kota Batam ya tapi pihak ketiga itu

gagal. Perusahaan SSET kemarin itu. Nanti juga ada dokumen-

dokumennya, bisa kita pelajari. Dan sampai hari ini itu yang pemerintah,

kita tunggu-tunggu itu. Karena kalau itu berhasil, berjalan, ya dan ini kan

bisa menghasilkan erergi listrik. Dan jumlah sampah di Batam sampai hari
ini sekitar 800..”

Perhatian terhadap perubahan ke depan dikemukakan oleh narasumber
FZ, yakm ‘trend’ dalam hal pengelolaan sampah. Sampah tidak semata-mata
merugikan, namun perkembangan terkini dalam pengelolaan sampah ialah
menggali manfaat pada sampah. Teknologi baru yang sudah diterapkan di negara

maju menemukan babwa sampah bisa diolah dan dapat bernilai ekonomi.

Narasumber mengungkapkan:
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“Ya, per han jika dikalkulasiakan setiap orang mengumpulkan sampah
0,5kg/hari maka, hasil sampak yang dihasitkan dari 1 juta penduduk batam
saya yakin bisa mencapai 500 ton. Tapi kan tentu dia melihat jumlah
penduduk kan. Karena kapasitas penduduk. Dan juga sampah di Batam
sebenarnya ada sampah yang ada nilai ¢konominya. Karena ada sampah
industri. Jadi itu sampah-sampah vang ada di industri.. Tapi industri ini
punya sistem tersendiri, kontrak dengan perusahaan-perusahaan pihak
ketiga mengangkatnya itu. Tapi secara aturan, dia tetap membayar
retribusi ke pemerintah, dengan hitung-hitungan sudah ada itu anu.. Nanti
kita coba minta saja nanti Perdanya ini, nanti kita kasihkan Perdanya.”
Narasumber mengungkapkan bahwa tiga persoalan pelik yang dihadapi
oleh pemerintah kota Batam dalam pengelolaan sampah. Permasalahannya
pertama ialah menyangkut tempat pembuangan sementara, ketersediaan armada
dan pengawasan dari pihak Kecamatan. Guna mewujudkan efektifitas pengelolaan
sampah, seharusnya daya angkut armada dapat mengangkut seluruh sampah
setiap hari. Peneliti memperkirakan bahwa jika demikian diperlukan kapasitas

armada yang dapat mengangkut 6.500 ton sampai dengan 8.000 ton sampah

setiap harinya.

Apabila letak pengambilan keputusan kebijakan dalam proses pengelolaan
sampah di Kota Batam masih menerapkan pembuangan sampah akhir disana,
serta tidak melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi sampah,
mungkin nanti kedepannya Kota Batam menjadi kota sampah. Batam ini kan
pulau, kalau TPA di Telaga Punggur itu dikelola seperti sampai hari ini, hitungan
kita itu sekarang paling umur itu paling 4 tahun. Itu penuh. Jadi sekarang dimana
mau cari lokasi lagi, jadi pemerintah harus segera ini, istilahnya melaksanakan
pengolahan sampah secara teknologi itu. Kalau enggak, Pemerintah Kota Batam

akan kewalahan mencari tempat lagi. Dimana lokasi lagi? Kalau misalnya di
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pulau, lebih begar lagi biaya. Harug pakai kapal lagi pula ngangkut kesana dan

kemungkinan di laut bisa dibuang lagi oleh oknum.

Dilihat dari fungsi dan peran dari DPRD Kota Batam dalam bentuk
penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah di Kota Batam
umumnya memberikan beberapa pemahaman tentang tugas dan fungsinya DPRD
Kota Batam dalam penanggulangan Sampah di Kota Batam serta pelaksanaan
program pemerintah untuk mengatasi permasalahan sampah, menurut narasumber
DJ selaku anggota Komisi III DPRD Kota Batam yang mengawasi OPD terkait

dengan Dinas Lingkungan Hidup.

“Tentunya tugas dan fungsi dari kami anggota DPRD Kota bukan hanya

melakukan pengawasan terhadap OPD Dinas Lingkungan Hidup saja,

akan tetapi kita juga menganggarkar biaya operasional selama satu tahun
yang diperlukan oleh OPD terkait untuk menjalankan seluruh kegiatan
yang dikerjakan. Sesuai dengan komitment DPRD Kota Batam dan

Walikota Batam untuk menjadikan kota batam yang bersih dan madani.

Maka kami delaku DPRD Kota Batam melakukan pembahasan anggaran

untuk digunakan selama satu tahun dan mengawasi kemana saja anggaran

serta digunakan untuk apa.”

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di Kota Batam telah
dianggarkan oleh DPRD Kota Batam sclama satu tahun penuh untuk operasional
pengelolaan sampah. Namun dengan anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD
Kota Batam guna memberikan stimulus bantuan kepada Dinas terkait pengelolaan
sampah masih merasa kurang optimal! dalam penggunaan anggaran tersebut.
Sehingga perlu dilakukannya pengawasan yang optimal dari DPRD Kota Batam

untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, agar mendapatkan win-win solusi

dalam mengatasi permasalahan sampah di Kota Batam.
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Pelaksanaan program pemerintah untulk memberikan pengaruh yang besar

dalam pengelolaan sampah di Kota Batam perlu dilakukan seoptimal mungkin
guna mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Program pemerintah dengan
memanfaatkan kegiatan bank sampah yang telah menjadi acuan dalam
pengelolaan sampah di Kota Batam terkait dengan Perda No 11 Tahun 2013
tentang pengelolaan sampah di Kota Batam. Namun seiring jalannya pelaksanaan
pengelolaan sampah di Kota Batam, kegiatan bank sampah masih belum

berdampak signifikan dalam pelaksanaan kegiatan pendukung pengelolaan

sampah di Kota Batam.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan narasumber RBB, bahwa
pelaksanaan bank sampah guna mendukung kegiatan pemerintah dalam
pengelolaan sampah masih banyak terjadi kendala seperti, ketersediaan lahan
masyarakat untuk menampung hasil dari masyarakat, ketersediaan alat
pengelolaan sampah serta bau yang menyengat apabila proses pengelolaan

sampah tersebut terlalu lama ditempat bank sampah tersebut.

Oleh sebab itu pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan terkait
pemanfaatan bank sampah yang mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat
untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Menggunakan sumber-sumber daya
yang ada merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil dari setiap

kebijakan yang ditetapkan.

Pemanfaatan masyarakat sebagai sumber daya yang ada merupakan salah
satu langkah yang baik guna menciptakan pengelolaan sampah yang baik

kedepanya. Namun keterlibatan masyarakat yang terbatas dalam program
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pemerintah yaitu bank sampah vyang kurang optimal dilakukan mengakibatkan
dampak yang kurang baik bagi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

daerah.

2. Pelayanan Publik Dalam Pengelelan Sampah di Kecamatan Bengkong

Menganalisis implementasi kebijakan tidak terlepas dari pelayanan publik.
Untuk dapat meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah,
pemerintah kota Batam membuat suatu kebijakan untuk mengatasi permasalahan
sampah yang terjadi di kota Batam. Agar dapat mengatasi permasalahan sampah
di kota Batam lebih jauh, merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
tentang Pengolahan Sampah. Pemerintah juga sudah mewacanakan untuk adanya
pengolahan sampah di pihak ketiga sesuai dengan yang tertera pada Perda Nomor
11 Tahun 2013 tentang ‘Pengolahan Sampah’. Disitu bahwasanya dijelaskan
‘Pemerintah metakukan reeuse, reduce dan recycle..” Hal tersebut perlu dilakukan
karena kota Batam merupakan wilayah kepulauan yang cepat atau lambat jika
permasalah sampah tidak bisa diatasi secara langsung dan cepat oleh pemerintah

akan berdampak buruk bagi kota Batam itu sendiri karena keterbatasan lahan yang

ada.

Pada peraturan Pemerintah Kota Batam No 11 Tahun 2013 tentang
pengelolaan sampah di kota Batam yang berbasis deng 3R reuse, reduce, recycle,
di mana pada saat pengelolaan sampah harus bisa dioptimalisasikan dengan
pemanfaatan hasil sampah yang di ciptakan oleh masyarakat maupun dari sampah

industri. Menurut tanggapan dari narasumber DJ.
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“Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Batam masih
belum sepenuhnya melakukan apa yang telah dianjurkan atau di tetapkan
oleh Perda. Hal ini terjadi karena masih kurangnya bank-bank sampah di
setiap kecamatan dan turun lagi ke kelurahan serta ketingkat RT/RW.
Namun hal in1 tidak serta-merta membiarkan kejadian ini terus terjadi,
melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan upaya penegakan
Perda yang telah kita tetapkan secara bersama-sama dengan pemerintah
Kota Batam itu sendir. Kedepannya untuk bank-bank sampah akan kita
tingkatkan pengadaannya memberikan pelatihan- pelatihan kepada
masyarakat hingga sampai ke RT/RW”

Proses pengelolaan sampah menurut standar penanganan modern
sebagaimana dikatahui, yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu adalah sistem
manajemen yang mengintegrasikan aspek perencanaan pengelolaan sampah
dengan pembangunan perkotaan, mempertimbangkan semua aspek terkait, seperti
aspek ekonomi, lingkungan, sosial dan institusi, politik, keuangan dan aspek
teknis secara simultan, serta memberi peluang bagi semua pemangku kepentingan

yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Damanhuri,

2007).

Di mana dalam mata rantai pengelolaan sampah yang berbasis dari 3R
(reuse, reduce dan recycle) sampah dikumpulkan , dipilah dan kemudian didaur
ulang. Artinya pemerintah kota Batam perlu melakukannya pengkajian terhadap

pemanfaatan sampah sebagai peluang untuk masyarakat untuk menambah

penghasilan ekonomis. Untuk meningkatkan pelayanan publik dalam pengelolaan
sampah kota Batam juga sudah menerapkan konsep bark sampah di seiiap
Kecamatan untuk mengakomodir sampah-sampah yang mempunyai nilai jual
sebelum di lakukan peroses pembuangan sampah ke tempat akhir. Pemerintah
kota Batam dibawah Kecamatan Bengkong terus melakuakn upaya peningkatan
kualitas pelayan publik dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang

masih belum optimal serta terus menciptakan inovasi-inovasi bekerja sama
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dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam agar tercipta pelayanan vang
optimal dan prima kepada masyarakat kota Batam . Menanggapi hal ini

narasumber YM mengatakan:

“Ya. Jadi ada beberapa kecamatan itu sudah melakukan, termasuk
kemarin kalau nggak salah bank-bank sampah itu Batam Kota. Kemudian
yang mendaur ulang itu Sagulung, kalau nggak salah, sama Batuaji. Ada
mesin yang dibantu oleh pemerintah dari perusahaan untuk mengolah itu.
Ya, jadi sebenarnya ini juga yang kita dorong pemerintah. Tapi karena
wacana itu bahwa Batam ini akan dikelola perusahaan, jadi makanya kita
kemarin tidak terlalu terfokus kesitu. Karena Pemerintah Kota Batam
mewacanakan ya itu tadi, pengolahan di Punggur itu. Istilahnya secara
teknologi. Jadi makanya kita kemarin tidak terfokus lagi ke per-
kecamatan. Kalau daerah lain seperti di Balikpapan itu, ya itu tadi,
samping per kecamatan ya itu pengelolaannya tadi apa namanya..”

“Reduce, reuse, sama recycle.”

Berarti pemerintah masih menunggu dari pihak ketiga yang ingin
merealisasikan program dari pemerintah tersebut. Perlu adanya percepatan untuk
menentukan pihak ketiga yang terlibat dalam pengelolaan sampah di kota Batam
untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan. sampah dan memberikan
pelayanan publik yang optimal sehingga masyarakat bisa mendapatkan dampak

langsung dari penetapan Perda yang mengatur tentang pengelolaan sampah di kota

Batam.

Terdapat beberapa titikk di kecamatan di kota Batam sudah tersedia
kegiatan Bank Sampah yang merupakan salah satu sarana yang di buat pemerintah
kota Batam untuk penanggulangan sampah yang mempunyai nilai ekonomi bagi
masyarakat. Kita sekarang mulai untuk melaksanakan program tersebut, karena
pengelolaan sampah sudah di alihkan melalui tingkat kecamatan tidak lagi oleh

dinas terkait secara langsung. Ini akan memudahkan untuk memberika sosialisasi
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kepada masyarakat untuk memulai dari dir1 sendiri dalam pemilahan sampah yang
dihasilkan dari sampah rumah tangga masing-masing masyarakat yang menjadi

nilai tambah bagi masyarakat itu sendiri.

Jadi pada saat ini dengan bergantinya kebijakan oleh pemerintah kota
Batam pada setiap pengelolaan sampah dilakukan pada setiap kecamatan yang ada
di Kota Batam pemerintah berusaha untuk menerapkan prinsip 3R dalam
pengelolaan sampah yang ada dikota Batam kedepannya agar mendapatkan

pengelolaan sampah bagi masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang

optimal, efektif dan efisien.

Dalam beberapa hal permasalahan yang terjadi pada pengelolaan sampah
d1 kota Batam khususnya Kecamatan Bengkong mempunyai tolak ukur
keberhasilan pengelolaan sampah dengan mengikut sertakan masyarakat, perlu
dilakukannya sebuah pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar sedini mungkin
untuk memilah hasil sampah. rumah tangganya yang mempunyai nilai jual

ekonomis bagi masyarakat itu sendiri.

Pada penelitian ini mengembangkan konsep malfunction dari kegiatan
pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam, dengan istilahnya
dalam satu kebijakan itu bukan benar dan salahnya tapi secara garis besar apa
yang menjadikan dalam malfunctionnya itu. Istilahnya kalau dibilang praktiknya
itu, apa yang menjadi kejanggalan dan apa vang harus di luruskan kedepanya
sehingga menciptakan pelayanan publik yang optimal, efektif dan efisien . Jadi
dengan data ini akan diambil suatu permasalahan yang berkaitkan dengan teori

mana yang bisa kita ambil sehingga didapatkan permasalahan yang terjadi dari
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implementas: kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota

Batam.

Pemanfaatan hasil sampah masyarakat yang masih kurang optimal oleh
pemerintah 1tu sendiri ditandai dengan masih sedikitnya dibentuknya kelompok-
kelompok bank sampah di masyarakat yang bisa di gunakan untuk menambah
penghasilan bagi masyarakat pada umumnya. Pemerintah perlu melakukan pola-
pola yang terukur dalam setiap langkah kebijakan yang diambil agar memudahkan

masyarakat untuk menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara

bersama-sama.

Namun apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah idealnya harus
terorganisir dengan baik mulai dari pelaksanaan harus dilakukan kontrol agar
dapat memberikan input dalam pelaksanaan kebijakan serta mendapatkan output
yang baik dalam pemberian pelayanan publik untuk masyarakat sehingga suatu

kebijakan yang dibuat bisa sesuai dengan harapan yang ingin dicapai oleh

pemerintah itu sendiri.

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan

Bengkong

Penyelengara di lapangan dalam hal implementasi kebijakan sampah di
Kota Batam adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Dinas ini diatur
dengan Perda No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Batam.
Namun untuk penyelengaraan pengelolaan sampah dialih fungsikan kepada setiap
Kecamatan yang ada di Kota Batam guna mempermudah dalam proses

pelaksanaannya. Adapun penyelenggara tugas pengelolaan sampah  adalah
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narasumber AS sebagai pelaksana tugas di Kecamatan Bengkong. Dimana dengan

terbentuknya kebijakan baru dari pemerintah daerah kota Batam yang
memberikan wewenang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam untuk
mengelola sampah yang ada di Kota Batam secara menyeluruh. Namun dengan
adanya kebijakan bahwasanya pengelolaan sampah dikembalikan kepada setiap

kecamatan yang ada di Kota Batam.

Pengelolaan sampah yang langsung dilakukan oleh setiap kecamatan yang
ada di Kota Batam telah berjalan hampir tiga tahun ini, dimulai sejak bulan
Januari 2017 hingga sekarang. Di Kecamatan Bengkong sendiri pengelolaan
sampah masih berjalan belum optimal untuk memberikan pelayanan yang baik
untuk setiap masyarakat yang ada di Kecamatan Bengkong. Menurut narasumber

AS selaku koordinator pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong adalah

sebagai berikut :

“Disini kalau untuk pengelolaan secara terbuka, maksudnya saling ada
positifnya ke pengelola dan ke pekerja itu mungkin bisa dikatakan masih
{j%.i kurang, masih minim. Karena di Bengkong ini, khusus untuk Bengkong,
| belum ada pemberdayaan bank sampah yang dilakukan oleh masyarakat
sebelum sampah hasil dari rumah tangga di buang ke TPS. Disini
kecamatan bengkong baru ada sampah TPS, Tempat Penyimpanan
Sementara. Bukan akhir. Akhir kan kita harus mesti ke Punggur. Kalaupun

ada pengelolaan 1tu di Punggur, bukan di Bengkong. Saya rasa, untuk
pengelolaan, itu saja.”

Dar informasi yang didapatkan dari salah satu narasumber mengatakan di
] Kecamatan Bengkong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta terlibat dalam
pengelolaan sampah masih dikatakan kurang optimal. Maka pemerintah disini
perlu melakukan inovasi-inovasi seperti membetuk suatu kelompok masyarakat di

setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk dapat
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berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga yang

mempunyia nilai ekonomis.

Pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong sejatinya masih belum
sempurna, dikarenakan baru berjalan 3.5 tahun ini. Kebijakan pemerintah untuk
memberikan ruang kepada setiap kecamatan yang ada di Kota Batam untuk
mengatur sendiri pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing masih
banyak terdapat kendala dilapangan, seperti tempat pembungan sampah sementara
yang masth belum dimiliki oleh setiap Kecamatan di Kota Batam karena

keterbatasan lahan untuk tempat pembuangan sampah sementara dari hasil

sampah rumah tangga.

Terjadinya permasalahan pengelolaan samapah di Kecamatan Bengkong
tidak sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah saja, kesadaran masyarakat akan
pentingnya hidup sehat dan bersih juga masih banyak yang belum menyadari
sepenuhnya. Masyarakat seharusnya juga bisa mengoptimalkan hasil sampah
rumah tangganya untuk memilah berbagi jenis sampah yang mempunyai nilai jual

ckonomis scbelum di letakkan di tong sampah dan diangkut oleh petugas

kebersihan untuk dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara.

Dengan adanya pembuangan sampah sementara yang disiapkan oleh
pemerintzh Kecamatan Bengkong sebagai fasilitas tempat pembuangan sampah,
sementara bagi masyarakat masih saja terjadi pelanggaran oleh masyarakat untuk
membuang sampah tidak pada tempatnya. Sehingga masih terlihat beberapa

tempat lokasi di Kecamatan Bengkong sampah berserakan di jalan. Menurut salah
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satu narasumber AS bagaimana partisipast masyarakat dalam keikut sertaan dalam

program pemerintah untuk menangani pengelolaan sampah :

“Ya kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta
dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan
Bengkong. Namun masih ada juga sebagian masyarakat yang masih
bandel untuk membuang sampah bukan pada tempatnya. Pada hal kita
sudah menyiapkan bin-bin sampah disetiap wilayah Kecamatan Bengkong

yang mudah dijangkau untuk dijadikan tempat penampungan sampah
sementara.

“Kalau boleh tau dimana saja di letakkaan bin-bin penampungan sampah
sementara itu?”

“Kalau titik-titik disitu banyak. Jadi kalau di 4in 1 ada saja. Dan kalau
nggak salah kemarin diwajibkan per perumahan ada bin. Tapi itu nggak
bisa mendasar. Mungkin karena apa lah itu. pokoknya mungkin.. Tapi
kalau untuk pengelolaan bin sampah kita itu, titik-titiknya lumayan
banyak. Kalau pantauan saya, khususnya yang dekat sini, di daerah saya
itu ada di Sungai Nayon, Grinton, Cahaya Garden, ada juga 1 biji bin di
Golden Prawn, di dekat SMP 4 BengkongPolisi.”

Melihat dani pernyataan dari narasumber masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong
yang dapat dilihat masih kurangnya keikut sertaan masyarakat untuk berperan
penting mensukseskan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tentang
pengelolaan sampah sehingga masih banyak masyarakat yang belum sadar akan
pentingnya kebersihan untuk semua masyarakat yang ada di Kecamatan
Bengkong yang membuang sampah hasil rumah tangganya di sembarangan
tempat. Menurut dan narasumber Al selaku ketua RW 02 Kecamatan Bengkong
menyatakan sebagai berikut :

“Dengan adanya kebijakan baru yang diterapkan pemerintah dalam

pengelolaan sampah yang ada di Kota Batam pada saat ini dilakukan oleh

Dinas lingkunag Hidup Kota Batam, namun dimana Dinas tersebut hanya

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah karena

sudah dialihkan kepada setiap kecamatan di Kota Batam. Kecamatan

Bengkong pada saat ini telah memberikan informasi kepada setiap
masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, dengan
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mengharuskan setiap rumah memilikt tong sampah agar sampah mudah
untuk diangkut dari perumahan warga. Namun tidak semua warga
mematuht aturan ini sehingga masih terjadi pembuangan sampah tidak
pada tempatnya, dengan alasan rumah kami kan tidak bisa dilalui mobil
pengangkut sampah jadi buat apa tong sampah didepan rumah...”

Idealnya partisipasi warga dilakukan dengan bekal pemahaman atas
pentingnya mengelola sampah dengan baik mengingat risiko dari adanya
pembuangan sampah yang tidak benar sebetulnya merugikan semua warga. Jika
sampah tercecer di mana-mana, atau saluran air tersumbat oleh pembuangan
sampah sembarangan, maka lingkungan berpotensi tidak sehat. Artinya tumpukan
sampah akan dihinggapi lalat-lalat, dan lalat merupakan penyebar hama penyakit.
Sedangkan sampah rumah tangga dengan berbagai sisa kegiatan rumah tangga
sangat berpotensi sebagai tempat berkembang biaknya hama-hama penyakit
berbahaya. Berikut tanggapan dari masyarakat Kecamatan Bengkong yang

diwakili oleh narasumber RB sebagai berikut:

“Masith kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di lingkunga Kecamatan
Bengkong disadari dengan berbagai alasan dari masyarakat itu sendiri.
Bagaimana masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya,
kita buang ke bin-bin sampah yang sudah disiapkan oleh pemerintah
namun bin sudah penuh terpaksa kita letakan dibawah atau disamping bin
tersebut, sehingga lama kelamaan sampahnya jadi berserakan dijalan raya
kenak hujan terbawa air. Seharusnya pemerintah juga harus siap untuk
menyediakan bin-bin yang memadai dan cepat untuk proses pengangkutan
sampah dari TPS ke TPA”

Permasalahan yang terjadi bukan hanya karena kurangnya parsipasi
masyarakat dalam keikutsertaan pelaksanaan kebijakan pengelclaan sampah, akan
tetapi masih kurangnya ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kota
juga merupakan kendala yang masih terjadi pada proses pengelolaan sampah di
Kecamatan Bengkong. Tanggapan dari narsumber AS selaku koordinator

pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong seperti berikut:

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




44371

116

“ Memang benar kita masih kekurangan armada untuk mengankut sampah
dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir yang
berada di punggur. Saat ini kita mempunya armada Ada 15 operasional
pick up, 1 amrol. Pamrol ini mengangkat yang di TPS. Namun untuk
armada tersebut belum mencukupi dalam pengangkutan sampah yang ada
ki Kecamatan Bengkong. Akan tetapi kita terus berupaya untuk bisa
mengoptimalkan penggunaan armada tersebut...”

Pengolahan sampah in1 harus dilakukan dengan baik agar bisa tertata
dengan bersih, rapi, Kota Batam pun jadi indah. Apakah ada kegiatan dari Dinas
Lingkungan Hidup, selaku pejabat ya di Kecamatan Bengkong sebagai pengelola,
misalnya kan selama ini sampah hanya sebagai diangkut, dikumpulkan, dan
dibuang. Sementara dalam kebijakan Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang
‘Pengelolaan Sampah’ itu dijelaskan bahwasanya, di pasal 8 itu dijelaskan
bahwasanya pemerintah itu melakukan pengolahan sampah dengan cara di reduce,
reuse, sama recycle. Berarti dikumpulkan, dipilih, dan didaur ulang. Apakah ada

di Kecamatan Bengkong ini kegiatan itu yang dilakukan oleh. Mungkin dari

Dinas ada penyuluhan kepada masyarakat untuk membuat bank-bank sampah

mengumpulkan.

Terhambatnya  petugas  kebersihan  disetiap Kecamatan untuk
mengumpulkan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, dikarenakan akses jalan
masuk menuju tempat-tempat sampah masyarakat yang sempit juga menjadi fokus
dari pemerintah untuk mengevaluasi dan mengedukasi masyarakat untuk
mengumpulkan sampah-sampah hasil rumah tangga untuk di kumpulkan di depan
rumah masing-masing dan petugas kebersihan akan mengambil sampah di setiap
rumah yang tidak bisa dilalui dengan truk sampah mengalih gunakan kendaran

motor roda tiga agar sampah yang ada bisa efektif untuk dikumpulkan kedepanya

tanpa ada yang tersisa lagi.
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Secara garis besar dalam pengimplementasi kebijakan dalam pengelolaan
sampah di Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013.
Dimana pemerintah juga harus melakukan kegiatan, dimana pemerintah berperan
dalam pengelolaan sampah harus melalui 3R, reuse, reduce dan recycle, yang

merupakan salah satu dari kebtjakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaannya. Menurut pendapat

dari narasumber tokoh masyarakat Kecamatan Bengkong narasumber AM

mengatakan :

* Masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui tentang pengelolaan
sampah harus menggunakan teknik 3R, selama ini masyarakat hanya
melakukan pengelolaan sampah langsung dibuang ketempat sampah tanpa
memilih sampah yang mempunyai nilai jual kembali. Sehingga sampah
kebanyakan dari masyarakat tidak melakukan pemilihan sampah sebelum
dibuang ke tempat sampah”

Dalam hal ini pemerintah masih belum bisa mengefektifkan pemberian
sosialisal kepada masyarakat untuk melakukan pengumpulan atau pembagian

sampah kedalam pengelompokan sampah yang bisa digunakan kembali untuk

menjadi nilai jual yang menjadi tambahan bagi masyarakat untuk menjadi nilai
ckonomis. Masalah ini yang lah yang masih dihadapi sebahagian di kota-kota
besar . Dengan adanya asumsi jumlah penduduk Kota Batam pada saat ini 1,3 juta
Jiwa dengan jumlah penduduk tersebut Kota Batam masuk kedalam kota terbesar
nomor tiga penduduknya di wilayah Sumatera setelah Medan sama Palembang.
Jika pengelolaan sampah hanya dilakukan dengan cara angkut dan kumpul tanpa
ada nya pemilahan sampah maka cepat atau lambat tempat pembuangan akhir
sampah akan penuh dan cepat atau lambat maka akan terjadi penumpukan yang

menyebabkan lokasi yang TPA akan penuh dengan sampah.
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Melihat dari penerapan kebijakan pengelolaan sampah pada Pemerintahan
Kota Batam khususnya di Kecamatan Bengkong masih tergolong rendah tingkat
kesadaran dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan benar.
Menurut wawancara dengan narasumber AS menanggapi permasalahan ini
sebagai berikut :

“Oke terima kasih. Itulah. Kalau untuk masalah pemilihan sampah yang
dilakukan oleh masyarakat sejauh ini masih belum optimal, karena kita
selaku pekerja yang melakukan pemungutan sampah hasil dari rumah
tangga masih mendapatkan sampah yang bercampur dengan sampah
plastik, besi sampah rmah tangga dan sampah limbah. Masih kurangnya
kesadaran masayrakat kita juga tidak terlepas dari masih belum efcktifnya
pemberdayaan masyarakat melalui informasi-informasi di setiap kelurahan
untuk memberika pemahaman kepada masyarakat untuk bisa memilah
sampah hasil rumah tangga sebelum dibuang. Namun ada sisi positifnya
juga untuk kita sebagai pekerja pemungut sampah hasil rumah tangga yang
bisa kami pilih untuk dijadikan nilai tambah kami untuk mendapatkan
uang dar hasil pemilahan sampah tersebut. itu. Pada saat misal dicampak
ini pilh yang mana plastik, yang mana kertas, yang mana besi timah apa
semua.”

Pelaksanaan pengelolaan sampah sejauh ini berarti pengelolaannya itu
hanya sebatas dari pengumpulan sampah dari hasil rumah tangga dan yang
melakukan pemilahan sampah tersebut adalah petugas pemungut sampah tersebut
yang melakukan pemilihan, sehingga partisipasi masyarakat untuk melakukan
pengelolaan sampah masih kurang dan perlu adanya pemberian sosialisasi kepada
masyarakat agar lebih paham dan mengerti akan pentingnya proses pengelolaan

sampah di tingkat paling bawah yaitu sampah hasil dari rumah tangga itu sendiri,

sehingga mendapatkan nilai tambah dari sampah yang dihasilkan.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan
dalam sebuah implementasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk

tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Peran serta dari
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masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendapatkan outcome (keluaran) dari
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dapat dilihat dari masih
kurangnya tingkat kesadaran masyarakat di kota Batam khususnya di Kecamatan
Bengkong, pemerintah pelu melakukan cara untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam

khususnya Kecamatan Bengkong itu sendiri.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di
Kecamatan Bengkong bisa dilakukan dengan cara meberikan pemahaman yang
mendasar kepada masyarakat akan pentingnya memilah sampah sebelum di
buang, karena dari hasil sampah yang dihasilkan dari sampah rumah tangga
mempunyai nilai jual ekonomis bagi masyarakat untuk mendapatkan penghasilan

tambahan dari pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Jadi masukan apa yang bisa bapak masukkan untuk dalam penulisan saya
nanti menurut bapak, pengalaman bapak selama bekerja di Dinas Lingkungan
Hidup ini sebagai pelaksana pengolahan sampah di Kecamatan Bengkong. Apa

yang, kekurangannya lah gitu. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari yang bapak

alami itu, kita bisa merubah ke depannya nanti saya melakukan penulisan

| penelitian ini. Apa yang bisa narasumber sampaikan?”

“Oke makasih. Kalau menurut saya, masukan-masukan itu, nomor satu itu
kita melakukan — boleh dikatakan gencar lah — melakukan sosialisasi-
sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran terhadap sampah. Itu tak
ada ... khusus, tak ada lah. Pokoknya semua. Karena kan sampah memang
tanggung jawab kita bersama. Dan yang kedua, bank sampah kalau bisa
dimaksimalkan. Di Kota Batam ini kan kebanyakan perumahan. Kalau
bisa, entah bisa masuk ke pemerintahan, entah siapa, kita masuk mereka
supaya gencar membuat di 1 perumahan dibuat bank sampah. Jadi
' masyarakat pun sebelum membuang sampah ke tongnya masing-masing,
mereka sudah memilih sendiri, yang mana yang bisa — bahasa kasarnya —
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dijadikan duit sebelum mereka buang sampah. Jadi mau tidak mau mercka
akan sadar kalau sampah ternyata bukan hanya scbuah kotoran. Bisa
dijadikan untuk bahan yang berguna. Nah gitu. Ttulah kesadaran
masyarakat sendiri lah. Kita pun, kadang susah juga dengan masyarakat
kita 1. Tapi setidaknya kan selama itu bisa diubah, kenapa tidak kita
ubah. Sosialisasi yang penting. Yang kedua, bank sampah setiap
perumahan kalau bisa ada. Dan kalaupun misalnya itu terjadi, sosialisasi
kan tentu untuk membangun kesadaran masyarakat. Kalau mereka sudah
sadar tentunya kan tak perlu lagi kita jaga-jaga. Ya kan. Yang kita
maksimalkan itu mobil-mobil maksimal terus kan, ke perumahan mereka
maksimal masuk. Karena biasanya itu perputarannya per perumahan atau
per wilayah. Ya itu per RW lah, 2 hari sekali mobil kami masuk.”

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah
di Kecamatan Bengkong dapat disimpulkan dari hasil wawancara terhadap
narasumber yang menjadi informan peneliti, bahwasanya pemerintah perlu
melakukan sosialisasi secara lebith baik lagi kepada masyarakat dalam
pengelolaan sampah yang bisa dijadikan nilai ekonomis bagi masyarakat.
Pemerintah juga harus memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat untuk
melakukan pengelolaan sampah yang bisa menjadi nilai jual ekonomis serta
menyediakan bank;bank sampah disetiap RW yang ada di Kecamatan Bengkong

Namun pada akhimya pilihannya kembali ke masyarakat juga, apakah

kesadaran masyarakat dalam mengikuti setiap kebijakan yang di keluarkan oleh

pemerintah diikuti atau malah tidak perduli. Karena idealnya pengelolaan sampah
bukan semata-mata tugas pemerintah itu sendiri, melaikan peran dari masyrakat
sangat membatu pemerintah untuk mengatasi secara bersama-sama permasalahan
sampah yang masih kunjung bermasalah di Kota Batam khususnya di Kecamatan
Bengkong.

Secara wilayah di Sumatera dan sekitarnya, maka posisi kota Batam dalam

20 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah penduduk , serta aktifitas
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perekonomian. Sehingga boleh dikatakan bahwa kota Medan, Palembang dan

Batam merupakan kota dengan pertumbuhan tergolong pesat, demikian pula

dengan penimbulan sampah . Narasumber FZ mengatakan:

“Setelah Medan, Palembang, baru Batam kan. Batam termasuk yang kota
besar dengan pertumbuhan penduduk yang cukup besar ya. Penduduk
sekarang ini sekita 1,3 juta jiwa Batam. Jadi kalau lah, ini kan masih
asumsi ataupun pendapat saya ya, misalnya lah dengan 1 jiwa saja itu
menghasilkan 0,5 kg sampah per harinya, itu mungkin kalau dalam 1
harinya itu dikalikan 1,3 juta jiwa itu bisa sampai ya seperti bapak bilang,
400-500 ton-an lebih lah. Ya, hampir 800-an.

“Nah ini kan ada wacana untuk melakukan pemberian kepada pihak ketiga
untuk mengelola sampah ini supaya menghasilkan energi listrik yang bisa
digunakan untuk masyarakat. Nah sejauh mana sudah dilakukannya, pak?”

“Ya, jadi memang salah satu daerah yang bisa tertarik dari pihak ketiga itu
ya Batam. Karena Batam ini kan ibarat itu satu kelompok, satu lokasi saja,
tidak berjauhan. Kalau daerah lain mungkin misalnya ya berapa jarak,
berapa kilo, berapa jam bisa.. Kalau ini kan untuk Batam.. Nah jadi sangat
strategis untuk pengolahannya pihak ketiga itu. dan kemudian sampah itu
kemungkinan dia akan mencapai 1.000 ton per hari.”

Melihat dari hasil sampah yang ditimbulkan dapat dihitung rata-rata yang
dihasilkan 600-800 ton per harinya. Pemerintah juga berupaya untuk melakukan
kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyeleasain permasalahan sampah yang

ada di Kota Batam. Hal ini dilakukan agar pengelolaan sampah di Kota Batam

dapat terorganisir dengan baik serta mendapatkan hasil yang optimal dari

pengelolaan sampah yang ada.

Pemantfaatan bank sampah di setiap RT/RW sangat berpengaruh untuk
memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat yang ada di setiap
Kecamatan dengan melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar.
Pemerintah harus terus mengoptimalisasikan peran masyarakat dalam
mensukseskan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan memberikan informasi

dan sosialisasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat.
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Sehingga kedepannya masyarakan akan sadar dengan sendirinya betapa
pentingnya kebersihan dan pemantfaatan pengelolaan sampah yang baik akan
menghasilkan nilai jual ekonomis yang tinggi. Serta masyarakat mengetahui
setiap kebyakan yang ditetapkan sejatinya kegunaannya untuk kepentingan

masyarakat sepenuhnya.
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BAB V1
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Dilihat darn implementasi kebijakan pengeloaan sampah di Kota Batam,
khususnya di Kecamatan Bengkong Pemerintah belum optimal dalam
mengimplementasikan kebijakan yang sudah dibuat. Masyarakat di Kecamatan
Bengkong Kota Batam masih belum memahami pentingnya pelaksanaan 3R
(reuse, reduce, recycle) menggunakan kembali, mengurangi dan mendaur ulang.

Partisipasi dibangkitkan oleh komunikasi informasi yang relevan dan
mudah diterima oleh masyarakat di lingkungan Kecamatan Bengkong belum
membuat warga untuk dapat memahami pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat
peinerintah. Warga belum menyadari bahwa, pengelolaan sampah yang baik
adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam khususnya
di Kecamatan Bengkong. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan atau
implementasi kebijakan belum aidukung oleh sosialisasi yang baik kepada

masyarakat. Masyarakat belum paham betul luaran dari kebijakan yang

diterapkan.

Mengimplementasikan kebijakan bukan semata-mata hanya memberikan
informasi kepada masyarakat secara terbuka, tetapi peran pemerintah untuk
mengawasi jalannya implementasi kebijakan juga merupakan salah satu dan
proses berjalannya kebijakan tersebut. Masih rendahnya pengimplementasian
kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong ditunjukkan oleh belum
berhasilnya pemerintah setempat mendapatkan hasil yang optimal dalam

pengelolaan sampah di Kecamatan Bengkong Kota Batam
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Dengan dikelolanya sampah oleh Kecamatan secara langsung telah terjadi
pengurangan tumpukan sampah di rumah-rumah warga, sehingga pengumpulan
sampah lebih cepat dan terorganisir langsung dibawah kendali Camat. Namun
demikian kecepatan kerja masih dihadapkan pada keterbatasan armada di setiap
Kecamatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan
Bengkong Kota Batam, dilihat dari hasil pembahasan masih belum maksimal
untuk memperdayakan masyarakat agar ikut berperan serta dalam pengelolaan
sampah. Hal ini terjadi karena pemerintah masih belum optimal memberikan
sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikutsertakan dirinya dalam
implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

B. Saran

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batam yang dikelola oleh setiap kecamatan yang ada di
Kota Batam harus selalu mengevaluasi hasil kinerja setiap perangkat yang
mempunyai peran dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di setiap Kecamatan.
Hal ini berguna untuk mengukur sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di
setiap Kecamatan bisa berjalan dengan lancar dan baik.

Untuk segi implementasi yang diharapkan oleh masyarakat dalam
pengelolaan sampah disetiap lingkungan yang ada menginginkan pemerintah bisa
cepat dan tanggap dalam hal pemberian pelayanan seperti pengankutan sampah
rumahtangga yang tepat waktu atau sesuai jadwal yang telah ditentukan, hal ini

berkaitan dengan penumpukan sampah di wilayah tertentu.
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Pemberian informasi terkait program pemerintah tentang pengelolaan
sampah sebaiknya lebih efektif dan efesien, seperti bank sampah tepat sasaran
kepada setiap masyarakat agar tercapainya tujuan dari setiap kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah kota. Masyarakat perlu mengetahui info-info seputar
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penangulangan pengelolaan
sampah di Kota Batam untuk mencapai selogan Kota Batam yang bersih dan
madani.

Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan guna menimbulkan efek
kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Sehingga masyarakat
paham dan sadar pentingnya kebersihan di lingkungan masing-masing dan dapat
memantaatkan hasil sampah rumah tangga yang bisa digunakan sebagai barang
tambah penghasilan bagi masyarakat untuk menunjang perekonomian di Kota
Batam, serta menyadarkan masyarakat bahwa sampah mempunyai nilai jual yang

tinggi apabila bisa dimanfaatkan dengan yang sebenarnya.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah bertujuan untuk
memberikan nilai tambah kebutuhan ekonomis juga, memberikan pengetahuan
? agar bisa mengurangi dampak sampah dari hasil rumah tangga, menggunakan
j kembal: sampah rumah tangga yang dihasilkan serta memisahkan sampah yang
bisa di daur ulang agar bisa mendapatkan nilai jual ekonomis bagi masyarakat.

Pemerintah sebagai pelaksana implementasi kebijakan perlu memberikan
informasi-informasi yang mudah diterima oleh masyarakat agar masyarakat
paham dan ingin ikut berpartisispasi dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Memberikan informasi sangatlah penting untuk menjadikan msayarakat tahu betul

nilai ekonomis yang dihasilkan dari pengelolaan sampah rumah tangga tersebut.
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Oleh sebab itu pemerintah sebaiknya memberikan pelatihan-pelatihan
kepada masyarakat bagaimana cara mendaur ulang sampah yang dihasilkan dari
limbah sampah rumah tangga agar dapat menjadi nilai jual, serta pemerintah juga

membuat suatu gerakan bank sampah di setiap RW (Rukun Warga) di Kota Batam

secara menyeluruh.
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